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teltanlg

Penbukaan, Penung%alan, dan Penegrian
Sekolah Menengah Upun Tingkat Pertama

Mun'LrT PunDIDIKAN DAw KEBUDAYAAN,

Meninbang :

. D

+ bahwa berdasarkan Keputusal Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan tanggal 22 Desember 1978 No,0370/0/1978 telah die.
tetdapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sckolah Me-
nengah Unun Tingkat Pertama;

bahwa untuk-neningkatkan daya tampung sekolah nenengah unun
tingkat pertama negeri sesuai denjan kebutuhan nasyarakat
yang makin nmeningkat, dipandang perlu rnenetapkan penbukaan,

. o pPenunggalan, dan penegrian Sekolah Menengah Unum Tingkat
¥ Pertana;

Mengingat . : 1, Keputusan Presiden Republik Indonesia;
e ae Nomor 44 Tahun 1974
P K b,. Nomor 40/M Tahun 19804
¢, Nomor 45/M Tahun 19834
* do tomor 15 Tahun 1984

24 Koputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaans
Qe tanggal 22 Desember 1978 No,0370/0/19784
. be tanggal 30 Juni 1979 No,0145/0/1979;
Ge tanggal 11 September 1980 No,0222b/0/19804
de tanpggal 14 Maret 1983 No, 0172/0/1983 dan Y6,0173/0/1983y

Persetujuan Menteri “egara Pendayagunaan Aparatur Negara

dalam suratnya Nomor B.847/I/MAwPAN/10/8L tangpal 31 Oktober
1984,

Menperhatikan:

Menetapkan "
Pertana ¢ a, Menbuka Sekolah Menengah Unun Tingkat Pertama (SMP) Negeri;

LA by Menunggalkan Filial SHP vegeri menjadi SMP Negeris

el ' ¢o Menegerikan SMP Syasta menjadi SMP Negeri,

: *  dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lompiran I Kee
putusan ini,

Kedua : Kedudukan, tuzas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja SMP Negeri terscbut pada diktum “Pertama’’ diatur sesuai
dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke.
budayaan tangzal 22 Desember 1978 Noj. 0370/0/1978,

o) v

Keenpat lenugaskan kepada Kepila Kantor Wilayah Departemen Pendidikan

an Kebudayaan di Propinsi—yan; bersangkutan untuk nclaksana-
kan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama' bagi sckolah
. yang berada di wilayahnya,
Kelina :

=

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masinge
masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankon pada
nata anpgaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I
Keputusan ini dari Anggzaran Pendapatan dan Belanja Departenen
Pendidikan dan Kebudaynan tahun 1984/1985, dan untulk tahun-
tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
Keenan * Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia

adalah 5,844 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) bual
tersebar di 27 (dua npuluh tndiuh ) Proninsd. .



Ketujun ¢ Hal-hal 1lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan

diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri,

Kedelapan : Keputusan'ini nmulai berlaku pada tanggal ditotapkan dan

S

berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984,

Ditetapkan di Jakapta
pada tanggal 20 Nopember 1984,
MENTERT PSnDIDIKAN D KEBUDAYAAN
a.n,b, '
L . S Sekretaris Jenderal,
' ' : t.t.d,
SOLTANTO WIRJOPRASONTQ

SALI#A# Keputusan ini'disampaikan kepada :

N
JF A A

Sekretariat Negara,
ekretariat Kabinet,

Semua Menteri Koordinator,

Senua Mentori Negara,

Semua Menteri,

Senua ‘Menteri Muda, ‘ : :

Sekretaris Jenderal Departcmen Pendidikan dan Kebudayaan,

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudaya&n,

Semua Direktur Jenderal dalanm lingkungan Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan,: :

10« Kepala Badan,Penelifian.danvPengembangan Pendidikan dan Kobudayaan pada
: epartéemen Pendidikan dan‘Kebudayaan,
1l. Semua sekretaris.ltjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan
endidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Ke
budayaan, % :
12. Scmua Direkturat, Inspektur; Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Depar
. temen Pendidikan dan Kebudayaan, '
13, Ditjen Hukunm dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
. 4. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
i 15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat i '
+ /4 16, Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Senua Uniy Insc/Sek.Tinggi/Akadomi dalam lingk. Departemen Pendidikan g:
' " Rebudayaan, ‘
7~ 18. Badan Pemeriksa Keuangan,
"19. Ditjen Anggaran,
20, Ditjen. Pajak, )
2l Dit, Perbendaharaan Negara Ditjen., Angparan Yepartenmen Kcuangan,
22, Sepua Kantor Perbendaharaan Negara, '
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
2hs Lembaga Administrasi Yegara,
'25. Ketua DPR_RT :
26, Komisi IX DPﬁ-RI, :
274 Yang bersangkutan untylk dipergunakan seperlunya,
) ; Salinan sesuai dengan aslinya
Salinan dari salinan sesuai 4.n. Kepala Bagian Penyusun Rancangan
“Q“wgeégﬁnkaslinya; . - * Peraturan Perundang-undan@an'Departemen
wﬂAﬁﬁ}KEPkkAﬁ#IDAVG DIKMENUM KanwIL Pendidikan dan Kebudayaan,
3 QE_D{?;UQ PROPINSI JaWa "DARAT - Kepala Sub Bagian Panggandaan
: "fxmwélg Sﬁ?silSarana Pendidikan “Peraturan Perundang-undangan,
3 e oLy Cap/ttd. b
Dra; DJAMILAH

NIP,130353307,




3 5 S
73 U.k&w: Lenahabang Lemahabang Kabupaten Karawang
LS SHPN Tenpuran Rawanerta Kabupaten Karawang
75¢5MPY Tirtanulya Cikampek Kabupaten Karawang
76.SHPN 5 Karawaiig Karawang Kabupaten Karawang
77 JSMPN 9 Bopagi Dekasi s Kota Adpiristratif Bekasi
78 SMPN Soroy . Serang Kabupaten Bekasi
79.SMPN Bantargebang Bantargebang Kabupaten Bekasi
80.5MPH Tanbolang Yenbelang Kabupaten Bekasi
81.SHPN Myaragsenborg Muaragenborns Kabupaten Bekasi
82.SMPN Jatiasih Pondokgede Kabupaten Bekasi




